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ABSTRAK 

Efektivitas merupakan elemen kunci dalam konteks organisasi yang berperan penting 

dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan atau sasaran. Istilah "efektivitas" berasal 

dari kata "effective," yang berarti "berhasil" atau "berjalan dengan baik." Konsep ini berkaitan 

erat dengan prinsip sebab-akibat, efektivitas dianggap sebagai hasil dari berbagai variabel 

yang berfungsi sebagai penyebab. Secara umum, efektivitas mengacu pada sejauh mana 

tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai melalui proses tertentu. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang dipicu oleh beragam 

tanggapan positif dan negatif dari masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan pembuatan IKD di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tergolong cukup efektif, meskipun 

masih terdapat beberapa kendala. 

Kata Kunci: efektivitas, pelayanan, IKD 

PENDAHULUAN  

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah salah satu inovasi teknologi yang 

diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang pelayanan kependudukan dan 

pencatatan sipil. Inovasi ini, yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri, 

merupakan langkah strategis untuk mengelola data kependudukan secara digital, 

terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Inisiatif ini dimaksudkan untuk 

mempermudah akses dan penggunaan layanan kependudukan bagi masyarakat di 

tengah pembatasan fisik yang diberlakukan selama pandemi (Kemendagri, 2023).  
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Seiring dengan meredanya pandemi, pemerintah memperluas layanan dengan 

menyediakan opsi pelayanan baik secara offline maupun online. Inovasi ini dirancang 

untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan era digital dan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas layanan publik. Menurut Mesiono et al, (2020), lembaga 

layanan elektronik pemerintah memegang peran penting dalam menyediakan 

informasi yang luas terkait penggunaan layanan, baik untuk keperluan manajemen 

pelayanan maupun untuk meningkatkan kualitas layanan itu sendiri. 

Pengimplementasian teknologi digital dalam pelayanan publik tidak hanya terbatas 

pada administrasi kependudukan, tetapi juga mencakup sektor pemerintahan, 

industri, pendidikan, dan keamanan nasional, yang semuanya dapat dilakukan secara 

digital. Efisiensi penggunaan teknologi diharapkan dapat meningkatkan 

produktivitas dan menurunkan biaya operasional. Sebaliknya, penggunaan teknologi 

yang kurang efisien berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mengurangi 

efisiensi layanan (Hidayat, 2019).  

Registrasi kependudukan adalah salah satu komponen utama dalam 

pengelolaan data kependudukan dari perspektif masyarakat. Daftar jumlah 

penduduk merupakan dokumen resmi yang diajukan kepada instansi pelaksana 

sebagai bukti pencatatan dan pengendalian penduduk yang sah. Pada tanggal 3 Juni 

2022, aplikasi IKD resmi diluncurkan sebagai bagian dari layanan berbasis Android, 

yang dapat diakses melalui smartphone dan berfungsi sebagai alternatif pengganti e-

KTP fisik. Sejak peluncurannya, aplikasi IKD  telah diunduh lebih dari 10 juta kali, 

yang menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat, termasuk di Kabupaten 

Cianjur, dalam menyambut inovasi ini. 

Inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) terbukti telah 

memenuhi harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Hal 

ini dibuktikan dengan rating aplikasi IKD di Google Playstore dan App Store, yang 

memperoleh skor 3,2 dari 5,0, menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi 

yang cukup positif terhadap layanan tersebut (Kemendagri, 2023).  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat efektivitas 

pelayanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Melalui analisis yang 

komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait tingkat 

keberhasilan implementasi layanan digital ini, serta mengidentifikasi tantangan dan 

peluang yang ada dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di era digital. 

Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif 

bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam 

pelayanan kependudukan. 

METODE PENELITIAN  

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan desain deskriptif, yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata 

tertulis dan lisan dari informan yang diamati oleh peneliti. Fokus penelitian ini adalah 

pada efektivitas pelayanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Informan penelitian 

mencakup Kasubag Pelayanan Identitas Kependudukan, Kasubag Pelayanan 

Administrasi Khusus, serta 10 orang masyarakat yang telah menggunakan aplikasi 

IKD. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Peneliti juga terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan pembuatan 

IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk 

mempermudah peneliti dalam melakukan observasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nanda selaku Kepala Bidang Pelayanan 

IKD, Bapak Wisnu yang bertugas di Bidang Pelayanan Administrasi Khusus, serta 

sepuluh orang masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD, teridentifikasi 

berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD), sebagaimana diuraikan berikut ini: 
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Efektivitas Pelayanan Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

 Efektivitas pelayanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur dapat dikatakan 

efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala di area yang memerlukan 

perbaikan. Selama KKL, penulis mengamati bahwa proses pendaftaran dan aktivasi 

IKD telah berjalan sesuai prosedur dengan waktu pelayanan yang relatif cepat. 

Penggunaan teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah 

mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Namun, 

efektivitas ini masih dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi yang bervariasi di tiap 

daerah, yang kadang menyebabkan keterlambatan atau kesulitan akses bagi 

masyarakat di wilayah dengan jaringan internet yang kurang stabil. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan dan Kepuasan Masyarakat 

 Faktor utama yang mempengaruhi tingkat penerimaan dan kepuasan 

masyarakat terhadap layanan IKD meliputi kemudahan penggunaan aplikasi, 

aksesibilitas teknologi, serta pemahaman masyarakat terhadap manfaat IKD. Melalui 

kegiatan sosialisasi yang dilakukan selama KKL, ditemukan bahwa masyarakat yang 

memiliki smartphone dengan konektivitas internet yang baik cenderung lebih puas 

dengan layanan ini. Selain itu, tingkat literasi digital juga berperan penting; 

masyarakat yang lebih paham teknologi lebih cepat menerima dan merasa puas 

dengan layanan IKD. Namun, bagi sebagian masyarakat yang kurang familiar dengan 

teknologi, terdapat kecenderungan untuk merasa kesulitan dalam proses pendaftaran 

dan aktivasi, yang berdampak pada tingkat kepuasan mereka. 

Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Layanan IKD 

 Implementasi layanan IKD di Kabupaten Cianjur menghadapi beberapa kendala 

dan tantangan. Salah satu kendala utama adalah infrastruktur teknologi yang belum 

merata di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur, terutama di daerah pedesaan. Selain 

itu, tingkat literasi digital masyarakat yang bervariasi juga menjadi tantangan 

tersendiri. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami cara penggunaan 
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aplikasi IKD, sehingga memerlukan bantuan dari petugas Disdukcapil. Upaya yang 

telah dilakukan untuk mengatasi kendala ini termasuk dengan meningkatkan 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta menyediakan bantuan langsung 

dalam proses instalasi dan aktivasi IKD di tempat-tempat publik. 

Peran Teknologi Digital dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas 

Pelayanan 

 Teknologi digital, termasuk penerapan IKD, memiliki peran penting dalam 

upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di 

Kabupaten Cianjur. Penerapan aplikasi digital memungkinkan proses administrasi 

yang lebih cepat dan efisien, mengurangi kebutuhan masyarakat untuk datang 

langsung ke kantor Disdukcapil, serta mengurangi beban kerja petugas. Teknologi ini 

juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, dengan 

data yang dapat diakses dan diverifikasi secara cepat dan akurat. Meskipun demikian, 

keberhasilan implementasi teknologi digital ini sangat bergantung pada kesiapan 

infrastruktur dan tingkat literasi digital masyarakat, yang masih menjadi area yang 

perlu diperhatikan untuk pengembangan lebih lanjut. 

 Efektivitas pelayanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur dapat 

diukur dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Isbandono, (2024) 

Beberapa indikator tersebut adalah pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. 

1. Pencapaian Tujuan 

Pencapaian tujuan mengacu pada sejauh mana proses pelayanan telah berhasil 

mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara, program IKD 

yang merupakan inisiatif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 

telah memperlihatkan beberapa keberhasilan. IKD diterapkan sebagai solusi atas 

permasalahan kekosongan blangko e-KTP yang sering terjadi, sehingga 

memperlambat proses penerbitan e-KTP. Selain itu, penerapan IKD juga 

berpotensi menghemat anggaran negara karena tidak lagi membutuhkan blangko 
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fisik. Di Kabupaten Cianjur, penerapan IKD mendukung visi menjadi smart city 

dengan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan seperti perbankan 

dan asuransi. Meskipun demikian, proses aktivasi IKD masih memerlukan 

bantuan dari Disdukcapil atau kecamatan untuk mencegah penyalahgunaan 

barcode rahasia yang diperlukan dalam proses aktivasi. 

2. Integrasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tata cara pelayanan pembuatan 

IKD telah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. 

Namun, meskipun sosialisasi telah dilakukan, pelayanan ini masih menghadapi 

berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur 

aktivasi IKD. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan pemerintah 

dan implementasinya di lapangan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal 

sosialisasi yang lebih intensif untuk memastikan bahwa tujuan dari pelayanan ini 

tercapai. Respon masyarakat terhadap layanan ini beragam, dengan beberapa 

merespon positif dan lainnya menunjukkan ketidakpuasan, terutama karena 

kurangnya informasi yang tersedia serta keterbatasan layanan IKD di Kabupaten 

Cianjur. 

3. Adaptasi 

Temuan penelitian mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan layanan 

Identitas Kependudukan Digital (IKD), khususnya terkait dengan keterbatasan 

infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia. Koneksi internet yang tidak 

stabil di beberapa wilayah serta jumlah petugas yang tidak memadai untuk 

menangani volume masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD merupakan 

tantangan utama. Selain itu, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil) memerlukan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan. Keluhan masyarakat sering kali berkisar pada kompleksitas proses 

aktivasi, yang dianggap rumit, terutama bagi lansia atau individu dengan 

perangkat yang tidak kompatibel dengan aplikasi IKD. Keterbatasan teknologi, 
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yang hanya dapat diakses oleh masyarakat dengan perangkat terbaru, juga 

menjadi hambatan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan ini 

KESIMPULAN  

Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur menunjukkan 

kemajuan signifikan dalam efisiensi dan percepatan administrasi kependudukan, 

serta mendukung inisiatif smart city. Meskipun demikian, tantangan utama yang 

dihadapi meliputi infrastruktur teknologi yang belum merata, variasi tingkat literasi 

digital masyarakat, dan kapasitas pegawai yang perlu ditingkatkan. Koneksi internet 

yang tidak stabil dan perangkat yang tidak kompatibel juga menghambat proses. 

Sosialisasi dan pelatihan tambahan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat dan adaptasi pegawai. Secara keseluruhan, layanan IKD telah 

memberikan dampak positif, namun perbaikan di area-area ini akan lebih 

meningkatkan efektivitas dan kepuasan masyarakat. 
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